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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
I. IURAN PERIZINAN
A. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan (IPBPH) pada Hutan Produksi/
Hutan Lindung
1. Tutupan Lahan Tinggi
a. 1 s.d. 100.000 Ha per izin per 5.000,00
ha per tahun
b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d.| per izin per 6.250,00
125.000 Ha ha per tahun
c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d.| per izin per 7.500,00
150.000 Ha ha per tahun
d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d.| per izin per 8.750,00
175.000 Ha ha per tahun
e. Kelebihan . .
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

e. Kelebihan per Ha Di Atas| per izin per 10.000,00

175.000 ha per tahun
2. Tutupan Lahan Sedang

a. 1s.d. 100.000 Ha per izin per 2.500,00
ha per tahun

b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d.| per izin per 3.125,00
125.000 Ha ha per tahun

c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d.| perizin per 3.750,00
150.000 Ha ha per tahun

d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d.| per izin per 4.375,00
175.000 Ha ha per tahun

e. Kelebihan per Ha Di Atas| per izin per 5.000,00
175.000 ha per tahun

3. Tutupan Lahan Rendah

a. 1s.d. 100.000 Ha per izin per 1.000,00
ha per tahun

b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d.| per izin per 1.250,00
125.000 Ha ha per tahun

c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d.| per izin per 1.500,00
150.000 Ha ha per tahun

d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d.| per izin per 1.750,00
175.000 Ha ha per tahun

e. Kelebihan per Ha Di Atas| per izin per 2.000,00
175.000 Ha ha per tahun

B. Iuran . ..
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
B. luran Perizinan Berusaha Pengusahaan | per hektar 35.000.000,00
Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam per izin
(PB-PSWA) pada Kawasan Konservasi
(Taman Nasional/Taman Wisata Alam)
C. luran Perizinan Berusaha Pengusahaan | per hektar 30.000.000,00
Taman Buru (PB-PTB) di Taman Buru per izin
D. luran Perizinan Berusaha Penyediaan

Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) pada
Kawasan Konservasi (Suaka
Margasatwa/Taman Nasional/Taman

Wisata Alam)

1. Jasa Informasi Pariwisata Alam/
Jasa Pemandu (Interpreter) Wisata
Alam/Jasa Makanan dan Minuman
Wisata Alam/Jasa Cinderamata
Wisata Alam/Jasa Persewaan
Peralatan Wisata Alam

a. Orang Perseorangan per sertifikat 100.000,00
standar
b. Badan Usaha per sertifikat 500.000,00
standar
2. Jasa Transportasi Wisata Alam
Orang Perseorangan/Badan Usaha
a. Sepeda, Kuda, Perahu/ per 50.000,00
Kendaraan Darat Tidak | kendaraan
Bermesin
b. Perahu Bermesin Maksimal 150 per 100.000,00
PK/Kendaraan Darat Bermesin| kendaraan
Roda 2
c. Perahu. ..

SK No 218894 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
c. Perahu Bermesin Di Atas 150 per 200.000,00
PK/Kendaraan Darat Bermesin | kendaraan
Roda 4
3. Jasa Perjalanan Wisata Alam
a. Orang Perseorangan per sertifikat 200.000,00
standar
b. Badan Usaha per sertifikat 1.000.000,00
standar
E. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Tumbuhan dan Satwa Liar
1. Peredaran Jenis Tumbuhan dan | per sertifikat 2.500.000,00

Satwa Liar Dalam Negeri

standar

2. Peredaran Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar Luar Negeri

per sertifikat
standar

10.000.000,00

3. Penangkaran Jenis Tumbuhan dan

standar

Satwa Liar

a. Orang Perseorangan per sertifikat 500.000,00
standar

b. Badan Usaha per sertifikat 2.500.000,00

4. Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar

per sertifikat

15.000.000,00

standar
5. Iuran Izin Lembaga Konservasi
untuk kepentingan umum
a. Iuran Izin Kebun Binatang per izin 15.000.000,00
b. Iuran Izin Taman Safari per izin 20.000.000,00

SK No 218893 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
c. luran Izin Taman Satwa/luran per izin 10.000.000,00
Izin Taman Satwa Khusus
d. Iuran Izin Botani/luran Izin per izin 7.500.000,00
Museum Zoology
e. luran Izin Herbarium/Iuran Izin per izin 5.000.000,00
Taman Tumbuhan Khusus
6. Pemanfaatan Sarang Burung Wallet per izin 25.000.000,00
Di Habitat Alam
7. luran Akta Buru di Taman Buru
a. Burung per akta 50.000,00
b. Satwa Kecil per akta 100.000,00
c. Satwa Besar per akta 200.000,00
8. Akses pada Sumber Daya Genetik
Species Liar
a. Jenis Dilindungi
1) Warga Negara Indonesia per 50.000,00
persetujuan
2) Warga Negara Asing per 500.000,00
persetujuan
b. Jenis Tidak Dilindungi
1) Warga Negara Indonesia per 50.000,00
persetujuan
2) Warga Negara Asing per 300.000,00
persetujuan
F.luran ...
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
b. Minihidro (Di Atas 1.000 s.d. per izin 5.000.000,00
10.000 kilowatt)
2. Sarana Prasarana
a. Mikrohidro (1  s.d. 1.000 | per ha per 10.000.000,00
Kilowatt) izin
b. Minihidro (Di Atas 1.000 s.d.| per ha per 10.000.000,00
10.000 Kilowatt) izin
H. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan | per ha per 50.000.000,00
Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB- izin
PJLPB) Pada Kawasan Konservasi
(Taman Nasional/Taman Wisata Alam/
Taman Hutan Raya)
I. Iuran Perizinan Bidang Perbenihan
Tanaman Hutan
1. Pemasukan Benih dan/atau Bibit | per kg atau 2% x Harga
Tanaman Hutan dari Luar Negeri per batang Patokan
atau per stek
atau per
plantlet
2. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit | per kg atau 6% x Harga
Tanaman Hutan ke Luar Negeri per batang Patokan
atau per stek
atau per
plantlet
J. Iuran Perizinan Berusaha untuk per 2.780.000,00
Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan | permohonan
Limbah B3, Persetujuan Teknis | per kegiatan

dan/atau Kelayakan Operasional di
Bidang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3) untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 Pemanfaatan
Limbah B3/Pengolahan Limbah B3/
Penimbunan Limbah B3/Dumping
Limbah B3

SK No 218890 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

K. Penerbitan Persetujuan Teknis per 3.675.000,00
Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air | permohonan
Permukaan/Pembuangan Air Limbah | per kegiatan
Ke Formasi Tertentu/Pemanfaatan Air
Limbah Ke Formasi Tertentu/

Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi
Ke Tanah/Pembuangan Air Limbah Ke
Laut/Pembuangan Emisi

L. Surat Kelayakan Operasional: per 3.675.000,00
Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air | permohonan
Permukaan/Pembuangan Air Limbah | per kegiatan
Ke Formasi Tertentu/ Pemanfaatan Air
Limbah Ke Formasi Tertentu/

Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi
Ke Tanah/Pembuangan Air Limbah Ke
Laut/Pembuangan Emisi

M. Perizinan Berusaha Pengumpulan Air per 3.675.000,00
Limbah permohonan

per kegiatan

N. Perizinan Berusaha Treatment dan per 3.675.000,00
Pembuangan Air Limbah: Tidak | permohonan
Berbahaya/Berbahaya per kegiatan

II. PEMANFAATAN HUTAN

A. Dana Reboisasi (DR)

1. Kayu Bulat Tumbuh Alami pada
Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan dan Persetujuan Pemerintah
Pengelolaan Perhutanan Sosial

SK No 218889 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
a. Kelompok Jenis Meranti

(Komersial Satu)

1) Kelompok Jenis Meranti per m3 30% x Harga
(Komersial Satu) kecuali Patokan
Kayu Kisereh, Kayu Perupuk,

Giam, Kayu
Balangeran, Kayu Kulim, dan
Merbau dengan
Sortimen Kayu Bulat Besar
dan Kayu Bulat

Sedang (KBS)

2) Kelompok Jenis Meranti per m3 8% x Harga
(Komersial Satu) kecuali Patokan
Kayu Kisereh, Kayu Perupuk,

Giam, Kayu
Balangeran, Kayu Kulim, dan
Merbau dengan

sortimen Kayu Bulat Kecil

3) Kayu Kisereh (Cinnamomum per m3 32% x Harga
parthenoxylon) Tanpa Batasan Patokan
Diameter

4) Kayu Perupuk (Lophopetalum per m3 32% x Harga
spp.) Tanpa Batasan Diameter Patokan

S) Kayu Giam (Cotylelobium per m3 32% x Harga

Tanpa Batasan Patokan
Diameter

6) Kayu Balangeran (Shorea per m3 32% x Harga
balangeran) Tanpa Batasan Patokan
Diameter

7) Kayu . ..
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

7) Kayu Kulim (Scorodocarpus per m3 32% x Harga
borneensis) Tanpa Batasan Patokan
Diameter

8) Merbau (Intsia spp.) Tanpa per m3 13% x Harga
Batasan Diameter Patokan

b. Kelompok Jenis Rimba

Campuran (Komersial Dua)

1) Kelompok  Jenis Rimba per m3 30% x Harga
Campuran (Komersial Dua) Patokan
dengan Sortimen Kayu Bulat
Besar (KBB) dan Kayu Bulat
Sedang (KBS)

2) Kelompok  Jenis Rimba per m3 8% x Harga
Campuran (Komersial Dua) Patokan
dengan Sortimen Kayu Bulat
Kecil (KBK)

c. Kelompok Kayu Indah Tanpa

1)

Kelompok Indah Satu

a) Kelompok Indah Satu| per m3 atau 3,5% x Harga
kecuali Jati per ton Patokan
b) Jati per m3 20% x Harga

Patokan

2)

Kelompok Indah Dua

a) Kelompok Indah Dua| per m3 atau 17% x Harga
kecuali Mentaos, per ton Patokan
Cendana/Kayu Kuning

b) Kayu Mentaos (Wrightia per m3 32% x Harga

Jjavanica)

Patokan

SK No 218913 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

c) Cendana/Kayu
(Santalum spp.)

Kuning

per m3 atau
per ton

2,5% x Harga
Patokan

2. Kayu Bulat Tumbuh Alami pada
Persetujuan Pemerintah
Penggunaan Kawasan Hutan/
Persetujuan Pemerintah Pelepasan
Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kayu
Kegiatan Non Kehutanan/
Pemegang Hak Atas Tanah

a. Kelompok Jenis Meranti

(Komersial Satu)

1) Kelompok Jenis Meranti
(Komersial Satu) kecuali
Kayu Kisereh, Kayu Perupuk,
Kayu Giam, Kayu
Balangeran, Kayu Kulim, dan
Kayu Merbau dengan
Sortimen Kayu Bulat Besar
(KBB) dan sortimen Kayu
Bulat Sedang (KBS)

per m3

50% x Harga
Patokan

2) Kelompok Jenis Meranti
(Komersial Satu) kecuali
Kayu Kisereh, Kayu Perupuk,
Kayu Giam, Kayu
Balangeran, Kayu Kulim, dan
Kayu Merbau dengan
Sortimen Kayu Bulat Kecil
(KBK).

per m3

13% x Harga
Patokan

3) Kayu Kisereh (Cinnamomum
Parthenoxylon) Tanpa
Batasan Diameter

per m3

53% x Harga
Patokan

4) Kayu Perupuk (Lophopetalum
spp.) Tanpa Batasan
Diameter

per m3

53% x Harga
Patokan

SK No 218912 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

5) Kayu Giam (Cotylelobium per m3 53% x harga
spp.) Tanpa Batasan patokan
Diameter

6) Kayu Balangeran (Shorea per m3 53% x harga
Balangeran) Tanpa Batasan patokan
Diameter

7) Kayu Kulim (Scorodocarpus per m3 53% x Harga
Borneensis) Tanpa Batasan Patokan
Diameter

8) Merbau (Intsia spp.) Tanpa per m3 22% x Harga
Batasan Diameter Patokan

b. Kelompok Jenis Rimba

Campuran (Komersial Dua)

1) Kelompok Jenis Rimba per m3 50% x Harga
Campuran (Komersial Dua) Patokan
dengan Sortimen Kayu Bulat
Besar (KBB) dan Kayu Bulat
Sedang (KBS)

2) Kelompok  Jenis Rimba per m3 13% x Harga
Campuran (Komersial Dua) Patokan
dengan Sortimen Kayu Bulat
Kecil (KBK)

c. Kelompok Kayu Indah Tanpa

SK No 172120 A

1) Kelompok Kayu Indah Satu
a) Kelompok Kayu Indah| per m? atau 6% x Harga
Satu kecuali Jati per ton Patokan
b) Jati per m® 33% x Harga
Patokan
2) Kelompok . . .
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

a. Kayu Bulat Tumbuh Alami dari per m3 10% x Harga

Perizinan Berusaha Patokan
Pemanfaatan Hutan/Hak
Pengelolaan Hutan/Persetujuan
Pemerintah pada Perhutanan
Sosial/Persetujuan Pemerintah
Penggunaan Kawasan Hutan/
Persetujuan Pemerintah
Pelepasan Kawasan Hutan/
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non
Kehutanan/Pemegang Hak Atas
Tanah

b. Kayu Bulat Hasil Budidaya dari per m3 6% x Harga
Perizinan Berusaha Patokan
Pemanfaatan Hutan/Hak
Pengelolaan Hutan

c. Kayu Bulat Hasil Budidaya dari per m3 3% x Harga
Persetujuan Pemerintah pada Patokan
Perhutanan Sosial

d. Peruntukan Khusus
1) Kayu Tumbuh Alami pada

Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan/Hak

Pengelolaan Hutan/

Persetujuan Pemerintah

pada Perhutanan Sosial/

Persetujuan Pemerintah

Penggunaan Kawasan

Hutan/Persetujuan

Pemerintah Pelepasan

Kawasan Hutan/

Pemanfaatan Kayu Kegiatan

Non Kehutanan/Pemegang

Hak Atas Tanah

a) Kayu Bakar per stapel 10% x Harga
meter (sm) Patokan

b) Cerucuk . . .
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
b) Cerucuk per batang 10% x Harga
Patokan
c) Tiang Jermal per batang 10% x Harga
Patokan
d) Tunggak per ton 10% x Harga
Patokan
e) Kayu Energi per m3 atau 10% x Harga
per ton Patokan
2) Kayu Hasil Budidaya pada
Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan/Hak
Pengelolaan Hutan
a) Kayu Bakar per stapel 6% x Harga
meter (sm) Patokan
b) Cerucuk per batang 6% x Harga
Patokan
c) Tiang Jermal per batang 6% x Harga
Patokan
d) Tunggak per ton 6% x Harga
Patokan
e) Kayu Energi per m3 atau 3% x Harga
per ton Patokan
3) Kayu Hasil Budidaya pada
Persetujuan Pemerintah
pada Perhutanan Sosial
a) Kayu Bakar per stapel 3% x Harga
meter (sm) Patokan
b) Cerucuk per batang 3% x Harga
Patokan
c) Tiang Jermal per batang 3% x Harga
Patokan
d) Tunggak . . .

SK No 218908 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
d) Tunggak per ton 3% x Harga

Patokan

e) Kayu Energi

per m3 atau
per ton

1,5% x Harga
Patokan

2. Bukan Kayu

a. Perizinan Berusaha | per satuan 6% x Harga
Pemanfaatan Hutan/Hak | sesuai jenis Patokan
Pengelolaan Hutan/ | hasil hutan
Persetujuan Pemerintah | bukan kayu
Penggunaan Kawasan Hutan/

Persetujuan Pemerintah
Pelepasan Kawasan Hutan/
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non
Kehutanan
b. Pemegang Kemitraan Konservasi| per satuan 6% x Harga

untuk Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Kayu di Hutan
Konservasi

sesuai hasil
hutan bukan
kayu

Patokan

c. Persetujuan Pemerintah pada

per satuan

3% x Harga

Perhutanan Sosial sesuai hasil Patokan
hutan bukan
kayu
3. Hasil Usaha Pemanfaatan Kawasan
Hutan pada Hutan Produksi dan
Hutan Lindung
a. Perizinan Berusaha per 2,5% x
Pemanfaatan Hutan/Hak | penghasilan | Penghasilan Bruto
Pengelolaan Hutan bruto
b. Persetujuan Pemerintah pada per 1,25% x
Perhutanan Sosial penghasilan | Penghasilan Bruto
bruto

SK No 218907 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
4, Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan (UPJL)
a. Pemanfaatan Jasa Aliran Air
1) Perizinan Berusaha per kwh 2% x Harga Dasar
Pemanfaatan Hutan/Hak listrik PLN
Pengelolaan Hutan/
Persetujuan Pemerintah
Penggunaan Kawasan Hutan
2) Persetujuan Pemerintah per kwh 1% x harga dasar
pada Perhutanan Sosial Iistrik PLN
b. Pemanfaatan Air
1) Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan/Hak
Pengelolaan Hutan/
Persetujuan Pemerintah
Penggunaan Kawasan Hutan
a) Investasi Skala Mikro per m3 2% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat
b) Investasi Skala Kecil per m3 4% x Harga Dasar
Air PDAM
setempat
c) Investasi Skala per m3 6% x Harga Dasar
Menengah Air PDAM
Setempat
d) Investasi Skala Besar per m3 8% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

SK No 218906 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
2) Persetujuan Pemerintah per m3 1% x Harga Dasar
pada Perhutanan Sosial Air PDAM
Setempat
c. Wisata Alam
1) Perizinan Berusaha per 2,5% x
Pemanfaatan Hutan/Hak | penghasilan | Penghasilan Bruto
Pengelolaan Hutan bruto
2) Persetujuan Pemerintah per 1,25% x
pada Perhutanan Sosial penghasilan | Penghasilan Bruto
bruto
d. Perlindungan Keanekaragaman
Hayati
1) Perizinan Berusaha per 2,5% x
Pemanfaatan Hutan/Hak | penghasilan | Penghasilan Bruto
Pengelolaan Hutan bruto
2) Persetujuan Pemerintah per 1,25% x
pada Perhutanan Sosial penghasilan | Penghasilan Bruto
bruto
e. Penyelamatan dan Perlindungan
Lingkungan
1) Perizinan Berusaha per 2,5% x
Pemanfaatan Hutan/Hak | penghasilan | Penghasilan Bruto
Pengelolaan Hutan bruto
2) Persetujuan Pemerintah per 1,25% x
pada Perhutanan Sosial penghasilan | Penghasilan Bruto
bruto
f. Transaksi Kegiatan Perdagangan

Karbon

SK No 218905 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
1) Perizinan Berusaha | dikenakan 10% x Nilai
Pemanfaatan Hutan/Hak | satu kali per Transaksi
Pengelolaan Hutan nilai Perdagangan
transaksi Karbon
perdagangan
karbon
2) Persetujuan Pemerintah | dikenakan 5% x Nilai
pada Perhutanan Sosial satu kali per Transaksi
nilai Perdagangan
transaksi Karbon
perdagangan
karbon
C. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan
Anakan dalam Kawasan hutan
1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), | per kg atau 6% x Harga
Tegakan Benih Terseleksi (TBS),| per batang Patokan
Areal Produksi Benih (APB), Tegakan
Benih Provenan (TBP), Kebun Benih
Semai (KBS), Kebun Benih Klon
(KBK)
2. Kebun Pangkas (KP) per mata 200,00
tunas atau
per stek
III. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
A. Penggunaan Kawasan Hutan untuk| per ha per 4.700.000,00
Kepentingan Pembangunan Di Luar tahun
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Pertambangan Mineral dan Batubara,
Panas Bumi, Ketenagalistrikan,
Teknologi Energi Baru dan
Terbarukan, Beserta Sarana Prasarana
Penunjangnya
B. Penggunaan Kawasan Hutan untuk | per ha per 2.500.000,00
Kepentingan Pembangunan Di Luar tahun

Kegiatan Kehutanan Berupa Area
Pengembangan dan/atau Area
Penyangga Kegiatan Pertambangan
Mineral dan Batubara

SK No 218904 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

C. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi Beserta Sarana
Prasarana Penunjangnya dan Area
Pengembangan dan/atau Area
Penyangga

per ha per
tahun

6.600.000,00

D. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Sarana Komunikasi dan Informasi
Antara Lain Pembangunan Jaringan
Telekomunikasi, Stasiun Pemancar
Radio, Stasiun Relay Televisi, Stasiun
Bumi Pengamatan Keantariksaan,
Sarana Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Beserta Sarana Prasarana
Penunjangnya dan Area
Pengembangan dan/atau Area
Penyangga

per ha per
tahun

2.200.000,00

E. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Sarana Transportasi dan Fasilitas
Umum Antara Lain Jalan Tol, Jalur
Kereta Api, Sarana Transportasi untuk
Keperluan Pengangkutan Hasil
Produksi Selain Tambang, Industri
Selain Industri Primer Hasil Hutan,
Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran
Air Minum, Saluran Pembuangan Air,
Sanitasi, Bangunan Pengairan
Lainnya, Tempat Pemrosesan AKhir
(TPA) Sampah, Fasilitas Pengolahan

Limbah, Prasarana Penunjang
Keselamatan Umum, Karantina
Beserta Sarana Prasarana
Penunjangnya dan Area
Pengembangan dan/atau Area
Penyangga

per ha per
tahun

4.350.000,00

SK No 218903 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

F. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit Beserta
Sarana Prasarana Penunjangnya dan
Area Pengembangan dan/atau Area
Penyangga di dalam Kawasan Hutan
Produksi Tetap dan/atau Kawasan
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
dengan Akses Legal Berupa
Persetujuan Penggunaan Kawasan

per ha per
tahun

1.600.000,00

G. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit Beserta
Sarana Prasarana Penunjangnya dan
Area Pengembangan dan/atau Area
Penyangga di dalam Kawasan Hutan
Lindung dengan mekanisme Kerja
Sama atau Kemitraan

per ha per
tahun

2.000.000,00

H. Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar
Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan
Pemulihan Lingkungan, Wisata Alam,
Permukiman, Tambak, serta Kegiatan
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Antara Lain Pembangunan Pertanian
Luas dan Terpadu, Perkebunan Karet,
Perkebunan Tebu Beserta Sarana
Prasarana Penunjangnya dan Area
Pengembangan dan/atau Area
Penyangga

per ha per
tahun

550.000,00

I. Kompensasi Penggunaan Kawasan
Hutan

1. Aceh

per ha

20.000.000,00

Bali

per ha

37.000.000,00

per ha

37.000.000,00

2
3. Bangka Belitung
4. Banten

per ha

38.500.000,00

SK No 218902 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
5. Bengkulu per ha 27.000.000,00
6. DI Yogyakarta per ha 46.000.000,00
7. DKI Jakarta per ha 61.000.000,00
8. Gorontalo per ha 19.000.000,00
9. Jambi per ha 25.000.000,00
10. Jawa Barat per ha 39.000.000,00
11. Jawa Tengah per ha 30.000.000,00
12. Jawa Timur per ha 30.000.000,00
13. Kalimantan Barat per ha 25.500.000,00
14. Kalimantan Selatan per ha 32.500.000,00
15. Kalimantan Tengah per ha 20.000.000,00
16. Kalimantan Timur per ha 17.500.000,00
17. Kalimantan Utara per ha 17.500.000,00
18. Kepulauan Riau per ha 25.500.000,00
19. Lampung per ha 41.000.000,00
20. Maluku per ha 17.000.000,00

SK No 218901 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
21. Maluku Utara per ha 17.500.000,00
22. Nusa Tenggara Barat per ha 23.000.000,00
23. Nusa Tenggara Timur per ha 24.000.000,00
24. Papua per ha 15.500.000,00
25. Papua Barat per ha 15.000.000,00
26. Riau per ha 31.000.000,00
27. Sulawesi Barat per ha 21.500.000,00
28. Sulawesi Selatan per ha 26.000.000,00
29. Sulawesi Tengah per ha 18.000.000,00
30. Sulawesi Tenggara per ha 20.500.000,00
31. Sulawesi Utara per ha 25.500.000,00
32. Sumatera Barat per ha 22.500.000,00
33. Sumatera Selatan per ha 38.000.000,00
34. Sumatera Utara per ha 28.500.000,00
IV. PELEPASAN KAWASAN HUTAN
A. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang
Dilepaskan untuk Kegiatan Proyek
Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi
Nasional, Pengadaan Tanah untuk
Ketahanan Pangan dan Energi untuk
Kegiatan yang Belum Terbangun

SK No 218900 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

1. Hutan Alam per ha 87.236.000,00

2. Hutan Tanaman per ha 38.170.000,00

3. Tutupan Non Hutan per ha 13.305.000,00

B. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang per ha 13.450.000,00
Dilepaskan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan Perkebunan Sawit yang Telah
Terbangun Sebelum Berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

V. PUNGUTAN HASIL USAHA

A. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan | per satuan 50% x Harga
(Kayu Hasil Tanaman Rehabilitasi) sesuai hasil Patokan
hutan kayu

B. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa
Wisata Alam (PHU-PJWA) pada Kawasan
Konservasi (Suaka Margasatwa/Taman
Nasional/Taman Wisata Alam)

1. Orang Perseorangan

a. Jasa Informasi Pariwisata Alam/ | per bulan per 20.000,00
Jasa Pemandu (Interpreter) sertifikat
Wisata Alam/Jasa Perjalanan standar
Wisata Alam/Jasa Makanan dan
Minuman Wisata Alam/Jasa
Cinderamata Wisata Alam/Jasa
Persewaan Peralatan Wisata
Alam

b.Jasa ...

SK No 218899 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
b. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 20.000,00
(Sepeda, Kuda, Perahu/ sertifikat
Kendaraan Darat Tidak standar
Bermesin)
c. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 40.000,00
(Perahu Bermesin Maksimal 150 sertifikat
PK/Kendaraan Darat Bermesin standar
Roda 2)
d. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 50.000,00
(Perahu Bermesin Di Atas 150 sertifikat
PK/Kendaraan Darat Bermesin standar
Roda 4)
2. Badan Usaha
a. Jasa Informasi Pariwisata Alam/ | per bulan per 200.000,00
Jasa Pemandu (Interpreter) sertifikat
Wisata Alam/Jasa Perjalanan standar
Wisata Alam/Jasa Makanan dan
Minuman Wisata Alam/Jasa
Cinderamata Wisata Alam/Jasa
Persewaan Peralatan Wisata
Alam
b. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 200.000,00
(Sepeda, Kuda, Perahu/ sertifikat
Kendaraan Darat Tidak standar
Bermesin)
c. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 250.000,00
(Perahu Bermesin Maksimal 150 sertifikat
PK/Kendaraan Darat Bermesin standar
Roda 2)
d. Jasa Transportasi Wisata Alam | per bulan per 300.000,00
(Perahu Bermesin Di Atas 130 sertifikat
PK/Kendaraan Darat Bermesin standar
Roda 4)
C. Pungutan . . .

SK No 218898 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

C. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan

Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam
(PHU-PSWA) pada Kawasan Konservasi
(Taman Nasional/Taman Wisata Alam)

net profit per
tahun

10% x net profit
yang Didasarkan
pada Laporan
Keuangan
Perusahaan yang
Telah Diaudit
Akuntan Publik

. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan
Taman Buru (PHU-PTB) di Taman Buru

net profit per
tahun

10% x Net Profit
yang Didasarkan
Pada Laporan
Keuangan
Perusahaan yang
Telah Diaudit
Akuntan Publik

. Pungutan Hasil Buruan Satwa Buru/
Satwa Tidak Dilindungi

per ekor

Jumlah Satwa x
Harga Patokan

Pungutan Usaha Pemanfaatan

Tumbuhan dan Satwa Liar

1. Pungutan Penangkapan/
Pengambilan Tumbuhan dan Satwa
Liar yang tidak Dilindungi oleh
Undang-Undang dari Habitat Alam
untuk Tujuan

a. Perdagangan

per ekor atau

6% x Harga

per batang Patokan

atau per pcs

atau per kg
b. Lembaga Konservasi per ekor atau 5% x Harga
per batang Patokan
c. Perburuan per ekor 100% x Harga
Patokan
2. Pungutan . . .

SK No 218930 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
2. Pungutan Perdagangan Tumbuhan
atau Satwa Liar ke Luar Negeri Hasil
Pengambilan/Penangkapan
Tumbuhan atau Satwa Liar dari
Habitat Alam atau Penangkaran
a. Perdagangan Tumbuhan atau | per ekor atau 8% x Harga
Satwa Liar Hasil dari Alam ke | per batang Patokan
Luar Negeri atau per pcs
atau per kg
b. Perdagangan Tumbuhan atau
Satwa Liar Hasil Penangkaran ke
Luar Negeri
1) Perbanyakan Tumbuhan | per batang 5% x Harga
(Artificial Propagation) atau per m3 Patokan
atau per kg
2) Pengembangbiakan  Satwa
(Captive Breeding)
a) F1dan F2 per ekor 4% x Harga
Patokan
b) F3 dan seterusnya per ekor 2% x Harga
Patokan
3) Hasil Pembesaran (Ranching) per ekor 5% x Harga
Patokan
3. Pengangkutan Tumbuhan atau
Satwa Liar ke Luar Negeri Hasil
Penangkaran Jenis-Jenis
Tumbuhan atau Satwa Liar Asal
Impor
a. Perbanyakan Tumbuhan | per batang 4% x Harga
(Artificial Propagation) atau per kg Patokan

SK No 218929 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
b. Pengembangbiakan Satwa per ekor 2% x Harga
(Captive Breeding) Patokan
c. Hasil Pembesaran (Ranching) per ekor 5% x Harga
Patokan
4. Pungutan Penggunaan Kawasan
untuk Kegiatan Penelitian, serta
Pengambilan dan Pengangkutan
Sumber Daya Genetik Spesies Liar
Dilindungi atau Tidak Dilindungi
a. Kegiatan Penelitian
Menggunakan Kawasan
1) Kawasan Pelestarian Alam
(Taman Nasional/Taman
Wisata Alam/Taman Hutan
Raya) dan Taman Buru
a) Warga Negara Asing
(1) Di Bawah 1 Bulan per orang 5.000.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 10.000.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 per orang 15.000.000,00
Bulan
b) Warga Negara Indonesia
(1) Di Bawah 1 Bulan per orang 100.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 150.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 per orang 250.000,00
Bulan
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar
Alam/Suaka Margasatwa)
a) Warga. .

SK No 218928 A



Q@ﬁ%

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sumber Daya Genetik Species
Liar Jenis Dilindungi untuk
Tujuan Non Komersial

atau per pcs
atau per cc
atau per ekor
atau per kg
atau per gr
atau per
lembar atau
per jenis
lainnya

-29.
TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
a) Warga Negara Asing
(1) Di Bawah 1 Bulan per orang 7.500.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 12.500.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 per orang 17.500.000,00
Bulan
b) Warga Negara Indonesia
(1) Di Bawah 1 Bulan per orang 125.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 175.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 per orang 300.000,00
Bulan
b. Pengambilan dan Pengangkutan | per batang 50% x Harga
Sumber Daya Genetik Species | atau per pcs Patokan
Liar Jenis Tidak Dilindungi| atau per cc
untuk Tujuan Non Komersial atau per ekor
atau per kg
atau per gr
atau per
lembar atau
per jenis
lainnya
c. Pengambilan dan Pengangkutan | per batang 100 % x Harga

Patokan Sumber
Daya Genetik
Jenis Dilindungi

SK No 218927 A

S. Pungutan . . .




@Q“#ﬁ%

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-30-
TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
5. Pungutan Pemanfaatan Sarang per kg 6% x Harga
Burung Walet Patokan
6. Pungutan Pemanfaatan Tumbuhan per vial 8% x Harga
dan Satwa Liar (TSL) Hasil Patokan
Penangkaran Monyet Ekor Panjang
(Macaca fascicularis): Organ/
Serum/Plasma
G. Pungutan Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Jasa
(Pungutan PB-PJLA)
Konservasi

Lingkungan Air
pada Kawasan
(Taman Nasional/Taman

Wisata Alam/Taman Buru)

1.

Penyediaan Air Minum/Air Baku

a. Usaha Skala Mikro

per volume
per
penggunaan

2% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

b. Usaha Skala Kecil

per volume
per
penggunaan

4% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

c. Usaha Skala Menengah

per volume
per
penggunaan

6% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

d. Usaha Skala Besar

per volume

8% x harga dasar

SK No 218926 A
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penggunaan setempat
2. Air . ..



dz@(-m%

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-31-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

a. Usaha Skala Mikro

per volume
per
penggunaan

4% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

b. Usaha Skala Kecil

per volume
per
penggunaan

6% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

c. Usaha Skala Menengah

per volume
per
penggunaan

8% x Harga Dasar
Air PDAM
Setempat

d. Usaha Skala Besar

per volume
per
penggunaan

10% x Harga
Dasar Air PDAM
Setempat

3. Penunjang Kebutuhan Air untuk
Kegiatan Industri Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan,
Pariwisata, dan Industri Lainnya

a. Usaha Skala Mikro

per volume

4% x Harga Dasar

SK No 218925 A

per Air PDAM

penggunaan Setempat

b. Usaha Skala Kecil per volume | 6% x Harga Dasar
per Air PDAM

penggunaan Setempat

c. Usaha Skala Menengah per volume | 8% x Harga Dasar
per Air PDAM

penggunaan Setempat

d. Usaha Skala Besar per volume 10% x Harga
per Dasar Air PDAM

penggunaan Setempat

H. Pungutan . . .
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(Rupiah)
H. Pungutan Perizinan Berusaha | per produksi 2 % x Harga

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi| listrik yang Dasar Listrik PLN
Air (Pungutan PB-PJLEA) pada Kawasan | dihasilkan
Konservasi (Taman Nasional/Taman
Wisata Alam/Taman Buru)

VI. PUNGUTAN TERHADAP RISIKO
KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Pungutan atas Kegiatan Survei Panas
Bumi pada Kawasan Konservasi
(Taman Nasional/Taman Wisata
Alam/Taman Hutan Raya) atau
Penelitian Jasa Lingkungan Lainnya
pada Kawasan Konservasi (Taman
Nasional/Taman Wisata Alam/Taman
Buru) dengan Tujuan Komersial

1. 1s.d. 5 Hari per kegiatan 2.500.000,00
2. 6 Hari s.d. Kurang dari 1 Bulan per kegiatan 15.000.000,00
3. 1 Bulan s.d. 3 Bulan per kegiatan 30.000.000,00
4. Di Atas 3 s.d. 6 Bulan per kegiatan 45.000.000,00

B. Pungutan atas Kegiatan Penelitian
(Selain Tumbuhan dan Satwa Liar)
pada Kawasan Konservasi dengan
Tujuan Non Komersial

1. Kawasan Pelestarian Alam (Taman
Nasional/Taman Wisata Alam/
Taman Buru)

a. Warga Negara Asing

1) Di Bawah . ..

SK No 218924 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
1) DiBawah 1 Bulan per orang 5.000.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 10.000.000,00
3) DiAtas 6 s.d. 12 Bulan per orang 15.000.000,00
b. Warga Negara Indonesia
1) DiBawah 1 Bulan per orang 100.000,00
2) 1s.d. 6Bulan per orang 150.000,00
3) DiAtas 6 s.d. 12 Bulan per orang 250.000,00
2. Kawasan Suaka Alam (Cagar
Alam/Suaka Margasatwa)
a. Warga Negara Asing
1) DiBawah 1 Bulan per orang 7.500.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan per orang 12.500.000,00
3) DiAtas 6 s.d. 12 Bulan per orang 17.500.000,00
b. Warga Negara Indonesia
1) Di Bawah 1 Bulan per orang 125.000,00
2) 1 s.d. 6Bulan per orang 175.000,00
3) DiAtas 6 s.d. 12 Bulan per orang 300.000,00
C. Pungutan . .

SK No 218923 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

C. Pungutan atas Kegiatan Pengambilan per jenis 1.750.000,00
dan Pengangkutan Sampel Survei| sampel per
Panas Bumi pada Kawasan Konservasi titik
(Taman Nasional/Taman Wisata | pengambilan
Alam/Taman Hutan Raya)/Kegiatan
Pengambilan dan Pengangkutan
Sampel Penelitian Lainnya (selain
Tumbuhan dan Satwa Liar) pada
Kawasan Konservasi (Taman Nasional/
Taman Wisata Alam/Taman Buru)
dengan Tujuan Komersial Meliputi:
Sampel Cair/Padat Berupa Batuan/
Padat Berupa Tanah/Gas.

VII. PELATIHAN

A. Pelatihan Audit Lingkungan/ | per orang per 4.500.000,00
Pemanfaatan Limbah B3 Industri 3 hari
Bernilai Ekonomi/Teknologi
Pengolahan Air Limbah
Industri/Peningkatan Kinerja Proper
Industri/Pengelolaan Limbah Rumah
Sakit/Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sektor Pertambangan /Pengelolaan
Limbah Perhotelan/Analisis Risiko
Perbankan Bidang Lingkungan Hidup

B. Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

1. Pelatihan  Teknis Lingkungan per orang 5.450.000,00
Hidup dan Kehutanan (3 Hari s.d.
6 Hari)

2. Pelatihan  Teknis Lingkungan per orang 7.060.000,00
Hidup dan Kehutanan (7 Hari s.d.
10 Hari)

3. Pelatihan . . .

SK No 218922 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

3. Pelatihan

Teknis  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (11 Hari s.d.
15 Hari)

per orang

9.780.000,00

C. Pelatihan Fungsional

1. Pelatihan Fungsional Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (3 Hari s.d.

6 Hari)

per orang

5.280.000,00

Pelatihan Fungsional Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (7 Hari s.d.
10 Hari)

per orang

7.020.000,00

3. Pelatihan Fungsional Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (11 Hari s.d.
15 Hari)

per orang

9.670.000,00

Pelatihan Fungsional Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (16 Hari s.d.
20 Hari)

per orang

12.080.000,00

VIIIl. PELAYANAN JASA

A. Pelayanan Dokumen Hasil Hutan

Pelayanan Dokumen Angkutan

Hasil Hutan

per lembar

5.000,00

Pelayanan Dokumen Penjaminan
Legalitas Ekspor Hasil Hutan

per dokumen

5.000,00

B. Pungutan Administrasi Pemanfaatan
Tumbuhan dan Satwa Liar

1. Surat

Angkut Tumbuhan dan
Satwa Dalam Negeri (SATS-DN);

per dokumen

35.000,00

SK No 172118 A
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
2. Surat Angkut Tumbuhan dan | per dokumen 40.000,00
Satwa Luar Negeri (SATS-LN) Non
Appendiks CITES
3. Surat Angkut Tumbuhan dan | per dokumen 50.000,00
Satwa Luar Negeri (SATS-LN)
Appendiks CITES
4. Inspection Form per dokumen 50.000,00
C. Tiket Masuk di Taman Nasional/
Taman Wisata Alam/Taman Buru/
Suaka Margasatwa
1. Taman Nasional
a. Tiket Masuk Pengunjung
1) Taman Nasional Kelas 1
a) Wisatawan per orang per 250.000,00
Mancanegara hari
b) Wisatawan Nusantara per orang per 50.000,00
hari
c) Rombongan Pelajar/ | per orang per 25.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal 5 Orang)
2) Taman Nasional Kelas 2
a) Wisatawan per orang per 200.000,00
Mancanegara hari
b) Wisatawan Nusantara per orang per 20.000,00

hari

SK No 218920 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
c) Rombongan Pelajar/ | per orang per 10.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal S Orang)
3) Taman Nasional Kelas 3
a) Wisatawan per orang per 150.000,00
Mancanegara hari
b) Wisatawan Nusantara per orang per 10.000,00
hari
c) Rombongan Pelajar/ | per orang per 5.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal 5 Orang)
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat
1) Roda 2 (Dua) per unit per 5.000,00
hari
2) Roda 4 (Empat) per unit per 10.000,00
hari
3) Roda 6 (Enam) atau Lebih per unit per 50.000,00
hari
4) Sepeda per unit per 2.000,00
hari
5) Kuda per ekor per 1.500,00
hari
c. Tiket Masuk Kendaraan Air
1) Kapal Motor 40 s.d. 100 PK | per unit per 100.000,00
hari
2) Kapal . ..

SK No 218919 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
2) Kapal Motor 101 s.d. S00 PK | per unit per 150.000,00
hari
3) Kapal Motor Di Atas 500 PK | per unit per 200.000,00
hari
4) Kapal Pesiar/Cruiser Ship
dengan Kapasitas Angkut
a) < 50 Penumpang per unit per 2.000.000,00
hari
b) 51 s.d. 100 Penumpang | per unit per 4.000.000,00
hari
c) 101 s.d. 200 | per unit per 8.000.000,00
Penumpang hari
d) 201 s.d. 1.000 | per unit per 15.000.000,00
Penumpang hari
e) 1.001 s.d. 3.000 | per unit per 30.000.000,00
Penumpang hari
f) Di Atas 3.000 | per unit per 50.000.000,00
Penumpang hari

2. Taman Wisata Alam

a. Tiket Masuk Pengunjung

1) Taman Wisata Alam Kelas 1

a) Wisatawan per orang per 150.000,00
Mancanegara hari
b) Wisatawan Nusantara | per orang per 20.000,00

hari

SK No 218918 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
c) Rombongan Pelajar/ | per orang per 10.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal 5 Orang)
2) Taman Wisata Alam Kelas 2
a) Wisatawan per orang per 100.000,00
Mancanegara hari
b) Wisatawan Nusantara | per orang per 10.000,00
hari
c¢) Rombongan Pelajar/ | per orang per 5.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal 5 Orang)
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat
1) Roda 2 (Dua) per unit per 5.000,00
hari
2) Roda 4 (Empat) per unit per 10.000,00
hari
3) Roda 6 (Enam) atau Lebih per unit per 50.000,00
hari
4) Sepeda per unit per 2.000,00
hari
5) Kuda per ekor per 1.500,00
hari
c. Tiket Masuk Kendaraan Air
1) Kapal Motor 40 s.d. 100 PK | per unit per 100.000,00
hari
2) Kapal . . .

SK No 218917 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

2) Kapal Motor 101 s.d. 500 PK | per unit per 150.000,00
hari

3) Kapal Motor Di Atas 500 PK | per unit per 200.000,00
hari

4) Kapal Pesiar/Cruiser Ship | per unit per

dengan Kapasitas Angkut hari

a) < 50 Penumpang per unit per 2.000.000,00
han

b) 51 s.d. 100 Penumpang | per unit per 4.000.000,00
hari

c) 101 s.d. 200 | per unit per 8.000.000,00
Penumpang hari

d) 201 s.d. 1.000 | per unit per 15.000.000,00
Penumpang hari

e) 1.001 s.d. 3.000 | per unit per 30.000.000,00
Penumpang hari

Di Atas 3.000 | per unit per 50.000.000,00
penumpang hari

3. Taman Buru

a. Tiket Masuk Pengunjung

SK No 218916 A

1) Wisatawan Mancanegara per orang per 200.000,00
hari

2) Wisatawan Nusantara per orang per 75.000,00
hari

3) Rombongan Pelajar/ | per orang per 25.000,00
Mahasiswa Nusantara hari

(Minimal 5 Orang)
b. Tiket . . .
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(Rupiah)
3) Rombongan Pelajar/ | per orang per 15.000,00
Mahasiswa Nusantara hari
(Minimal S Orang)
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat
1) Sepeda per unit per 5.000,00
hari
2) Kuda per ekor per 5.000,00
hari
c. Tiket Masuk Kendaraan Air
1) Kapal Motor 40 s.d 100 PK per unit per 100.000,00
hari
2) Kapal Motor 101 s.d 500 PK | per unit per 150.000,00
hari
3) Kapal Motor Di Atas 500 PK per unit 500.000,00
per hari
S. Tiket Masuk Kendaraan | per unit per 2.000.000,00
Transportasi Khusus (Helikopter/ trip
Seaplane/ Ultralight/ Submarine) Di
Taman Nasional/Taman Wisata
Alam
D. Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/ | per orang per 150% x Tarif
Rombongan Pelajar di  Taman hari Normal
Nasional/Taman Wisata Alam/Taman
Buru/Suaka Margasatwa pada Hari
Libur/Cuti Bersama/Hari Raya
E. Pungutan Kegiatan Wisata Alam dan
Kegiatan Lainnya (di Luar Area
Perizinan Berusaha Pengusahaan
Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam
(PB-PSWA))
. Pungutan . . .
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£

%
2 v
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

SK No 218946 A

-45-
TARIF
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(Rupiah)
b) Superior per kamar 150.000,00
per hari
c) Standard per kamar 100.000,00
per hari
Ruang Pertemuan
(Conference Room)
a) Kapasitas < 100 Orang | per ruang per 150.000,00
hari
b) Kapasitas 101 s.d. 200 | per ruang per 250.000,00
Orang hari
c) Kapasitas Di Atas 200 | per ruang per 350.000,00
Orang hari
Pondok Peneliti
a) Deluxe per kamar 150.000,00
per hari
b) Superior per kamar 100.000,00
per hari
c) Standard per kamar 75.000,00
per hari
Peralatan Tenda Camping
a) Kapasitas < 25 Orang per hari 100.000,00
b) Kapasitas 26 s.d. 50 per hari 150.000,00
Orang
c) Kapasitas Di Atas 50 per hari 250.000,00
orang
S5) Kamera . . .
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TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
5) Kamera Bawah Air per unit per 250.000,00
hari
6) Banana Boat per unit per 150.000,00
hari
7) Glass Bottom Boat per unit 250.000,00
per hari
8) Sepeda/Sepeda Air per unit 50.000,00
per hari
9) Drone per unit 300.000,00
per hari
10) Kano/Sampan per unit per 75.000,00
hari
11) Speed-boat per unit per 250.000,00
hari
12) Kapal Motor per unit per 500.000,00
hari
13) Peralatan Menyelam
(Diving)
a) Bouyancy per orang per 60.000,00
Compensator  Device | unit per hari
(BCD)
b) Regulator per orang per 60.000,00
unit per hari
c¢) Tabung per orang per 50.000,00
unit per hari
d) Pemberat per orang per 25.000,00
unit per hari
e) Wetsuit . ..

SK No 218945 A
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(Rupiah)
e) Wetsuit per orang per 50.000,00
unit per hari
14) Pengisian Tabung Selam per tabung 50.000,00
15) Peralatan Snorkling per orang per 35.000,00
set per hari
2. Pungutan Kegiatan Penggunaan/ | per unit per 2.000.000,00
Menerbangkan Drone di Taman hari
Nasional/Taman Wisata Alam/
Taman Buru/Suaka Margasatwa
F. Sertifikasi Benih
1. Sertifikasi Sumber Benih/
Penilaian Sumber Benih
a. Tegakan Benih Teridentifikasi per ha 100.000,00
(TBT), Tegakan Benih
Terseleksi (TBS), Areal Produksi
Benih (APB)
b. Tegakan Benih Provenan (TBP), per ha 250.000,00
Kebun Benih Semai (KBS),
Kebun Benih Klon (KBK)
c. Kebun Pangkas (KP) per pohon 200,00
2. Sertifikat/Surat Keterangan | per contoh 200.000,00
Pengujian Mutu Benih benih dalam
lot benih
3. Sertifikat/Surat Keterangan per batang 5,00
Penilaian Mutu Bibit dalam lot
bibit
G.Jasa ...
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G. Jasa Laboratorium
1. Laboratorium Hasil Hutan

a. Kadar Air per sampel 40.000,00
b. Kadar Abu per sampel 60.000,00
c. Kadar Silika per sampel 80.000,00
d. Kadar Holoselulosa per sampel 450.000,00
e. Kadar Alpha Selulosa per sampel 450.000,00
f. Kadar Pentosan per sampel 300.000,00
g. Kadar Lignin per sampel 300.000,00
h. Ekstraktif dalam Air Dingin per sampel 50.000,00
i. Ekstraktif dalam Air Panas per sampel 60.000,00
j. Ekstraktif dalam NaOH 1% per sampel 100.000,00
k. Ekstraktif Terlarut per sampel 300.000,00
1. Derajat Keasaman (pH) per sampel 25.000,00
m. Berat Jenis (BJ)/ Density per sampel 50.000,00
n. Nilai Kalor per sampel 150.000,00

o. Kadar . . .
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(Rupiah)
cc. Analisis Komponen dengan| per sampel 300.000,00
Energy  Dispersive  X-Ray
(EDX/EDS)
dd. Pembuatan Arang (Skala Lab) per sampel 200.000,00
ee. Pembuatan Arang Aktif (Skala| per sampel 300.000,00
Lab)
ff. Kadar Pati per sampel 125.000,00
gg. Kadar Selulosa per sampel 300.000,00
hh. Pengujian Luas Permukaan | per sampel 450.000,00
dengan Metode  Brunauer
Emmett Teller (BET)
2. Laboratorium Anatomi
Lignoselulosa
a. Identifikasi Kayu per sampel 500.000,00
b. Pengukuran Dimensi dan| per sampel 220.000,00
Perhitungan Kualitas Serat
c. Identifikasi Fosil Kayu per sampel 550.000,00
d. Pembuatan Preparat Maserasi per sampel 160.000,00
e. Pembuatan Preparat Sayatan per sampel 260.000,00
f. Pembuatan Preparat Fosil Kayu | per sampel 300.000,00
g. Identifikasi Kayu Lapis per sampel 600.000,00
3. Laboratorium Sifat Fisik Mekanik
a. Sifat. ..
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(Rupiah)
a. Sifat Fisik
1) Penyusutan Arah per sampel 50.000,00
2) Berat Jenis/ Kerapatan per sampel 45.000,00
3) Kadar Air per sampel 40.000,00
b. Sifat Mekanik
1) Keteguhan Lentur Statis per sampel 300.000,00
2) Keteguhan Tekan Sejajar| per sampel 100.000,00
Serat/Tekan Tegak Lurus | per pengujian
Serat/Tarik Tegak Lurus
Serat/Geser Sejajar Serat/
Pukul/Belah
3) Keteguhan Tarik Sejajar| per sampel 125.000,00
Serat
4) Kekerasan per sampel 100.000,00
Laboratorium Teknologi | per sampel 500.000,00
Pengawetan Uji Pengawet Chrom
Cuprum Boron (CCB)
Laboratorium  Entomologi  Uji| per sampel 50.000,00
Keawetan Kayu Metode Rayap per
Kayu Kering/Metode Rayap Tanah pengujian
Laboratorium Produk Majemuk | per sampel 300.000,00
Emisi Formaldehida Kayu Lapis
atau Papan Partikel
Penggunaan Mesin Laboratorium
Produk Majemuk
. Pembelahan . . .
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(Rupiah)
a. Pembelahan Bambu per 10 90.000,00
batang
b. Penyerutan Bilah Bambu per 20 bilah 100.000,00
c. Pengupasan Kayu (log) per m3 input 400.000,00
d. Penggunaan Mesin Kempa per 8 jam 300.000,00
Panas
8. Laboratorium Pengeringan
a. Pengeringan Kelompok Kayu per m3 200.000,00
Keras dan Sedang
b. Pengeringan Kelompok Kayu per m3 175.000,00
Ringan
9. Laboratorium Mikrobiologi per botol 50.000,00
Inokulan Gaharu (600 ml)
10. Laboratorium Udara
a. Uji Udara Emisi
1) Total Partikel Debu | per sampel 367.500,00
Metode Isokinetik
2) Total Partikel Debu | per sampel 475.000,00
Metode Isokinetik dan
Destruksi Logam
3) Pengujian Logam Berat| per sampel 120.000,00

dengan Metode
Spectrofotometer
Serapan Atom  (SSA):
Cobalt (Co)/ Cadmium
(Cd)/Tembaga
(Cu)/Kromium (Cr)/Nikel
(Ni)/ Selenium  (Se)/Seng
(Zn)/ Stanum (Sn)/Timah
Hitam (Pb)/ Arsen (As)

per pengujian

SK No 218939 A
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(Rupiah)
4) Amoniak (NH3 Metode | per sampel 235.000,00
Biru Indofenol
5) Klorin Bebas (Clz) dan| per sampel 130.000,00
Klorindioksida (ClO2)
Metode lodometrik
6) Klorin Bebas (Clz) Metode | per sampel 205.000,00
Ortotoluidin
7) Hidrogen Florida (HF)| per sampel 215.000,00
Metode Lanthanum
Alizarin
8) Hidrogen Klorida (HCl)| per sampel 240.000,00
Metode Mercuri
Thiosianate
9) Hidrogen Sulfida (H2S)| per sampel 210.000,00
Metode Biru Metilen
10) Oksida Oksida Nitrogen | per sampel 220.000,00
(NOx) Metode  Phenol
Disulfonic (PDS)
11) Sulfur Dioksida (SO2)| per sampel 215.000,00
Metode Turbidimetrik
12) Opasitas per sampel 225.000,00
13) Komposisi Gas (CO2, CO, | per sampel 273.000,00
0O2) dengan Metode Gas
Analyzer
14) Kadar . .
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

14)

Kadar Air Metode

Gravimetrik

per sampel

240.000,00

15)

Laju Alir Gas

per sampel

125.000,00

16)

Merkuri (Hg) Metode Cold
Vapour-Spectrofotometri
Serapan Atom (SSA)

per sampel

200.000,00

17)

Hidro Carbon (HC)-CH4
Metode Gas
Chromatografhy  Flame
Ionized Detector

per sampel

1.200.000,00

18)

Total
(TRS)
Spektrofotometri

Reduced Sulphur
Metode

per sampel

262.500,00

19)

Oksigen (O2) Metode Gas
Chromatography

per sampel

255.000.00

20)

Activated XAD-2 Resin
untuk Pengujian Dioxin
Furan (Tanpa XAD-Trap)

per unit

3.010.000,00

21)

Dioksin Furan (PCDD,
PCDF) Metode Gas
Chromatography Coupled
with  High  Resolution
Mass Spectrometry

per sampel

120.000.000,00

22)

Pengambilan Contoh Uji
Udara Emisi

per paket

6.000.000,00

23)

Pengambilan Contoh
Udara Emisi Metode (US-
EPA)

per paket

10.000.000,00

SK No 218937 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)
24) Pengambilan Contoh Uji per paket 40.000.000,00
Dioksin Furan di Udara
Emisi (Metode US-EPA 1-
S, dan 23)
b. Uji Udara Ambien
1) Amonia (NH3) Metode Biru | per sampel 230.000,00
Indofenol
2) Hidrogen Sulfida (H2S)| per sampel 240.000,00
Metode Biru Metilen
3) Hidrokarbon (HC, THC,| per sampel 240.000,00
CHy) Metode Gas
Chromatography-  Flame
Ionized Detector
4) Karbondioksida (CO2) | per sampel 275.000,00
Metode Infra Merah
5) Karbonmonoksida (CO)| per sampel 275.000,00
Metode Non Dispersive
Infra Red
6) Nitrogendioksida (NO2)| per sampel 235.000,00
Metode Saltzman
7) Oksidan (Ox) Metode | per sampel 230.000,00
Netral Buffer Kalium lodide
8) Sulfurdioksida (SO2)| per sampel 205.000,00
Metode Pararosanilin
9) Timah Hitam (Pb) Metode | per sampel 210.000,00
SSA
10) Total Partikulat (TSP)-| per sampel 235.000,00
Debu Metode Gravimetrik

SK No 218936 A

11) Kecepatan . . .




m&g‘?«ﬁ%

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan

-56-
TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN
(Rupiah)

11) Kecepatan Angin Metode | per sampel 260.000,00
Anemometer

12) Oksigen (O2) Metode | per sampel 235.000,00
Inframerah/Temperatur | per pengujian
dan Kelembaban Metode
Hygrometer/Sulfat
Indek/ Dustfall

13) Particulate Matter 10| per sampel 220.000,00
(PM10)

14) Particulate Matter 2,5| per sampel 224.000,00
(PM2,5)

15) Passive Sampler NO2 per sampel 230.000,00

16) Passive Sampler SO2 per sampel 260.000,00

17) Pengukuran SOz NOx, | per sampel 3.000.000,00
CO, Particulate Matter 10
& Ozon dengan Alat
Otomatis (Mobile Station)

18) Deposisi Kering/Basah | per sampel 500.000,00
(Anion & Kation: Na*, K*, | per pengujian
NHy4*, Ca?*, Mg?*, Cl, NOs3,
SO427)

19) Rainfall Rate per sampel 105.000,00

20) Pengambilan Contoh per paket 1.750.000,00
Udara Ambien

11. Laboratorium Kebisingan
a. Pengukuran Kebisingan per titik 285.000,00

SK No 218935 A
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(Rupiah)

Pengukuran Vibrasi| per sampel 1.500.000,00
Lingkungan untuk
Kenyamanan & Kesehatan
Pengukuran Kontur
Kebisingan:
1) Tenaga Kerja per titik 285.000,00
2) Mapping Level Bising| per sampel 285.000,00

Bahan Akustik
3) Mapping Level Bising In per titik 150.000,00

Situ
4) Maping Level Bising untuk | per sampel 500.000,00

tiap Frekuensi
Pengukuran Noise Criteria| per ruangan 296.000,00
Indoor
Pengukuran Reverberation | per ruangan 500.000,00
Time (waktu Dengung)
Ruangan
Transmition Loss dan | per sampel 1.197.000,00
Absorption Test
Pengukuran Insertion Loss per sampel 441.000,00
Pengukuran Daya Suara| per sampel 750.000,00
Sumber Bunyi
Pengukuran Emisi Bising| per sampel 802.000,00
Kendaraan Bermotor Secara
Statis
Pengukuran Emisi Bising
Kendaraan Bermotor Secara
Dinamis

1) Sepeda . ..
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(Rupiah)
1) Sepeda Motor per sampel 4.275.000,00
2) Mobil per sampel 5.339.000,00
k. Pengukuran Kebisingan per titik 260.000,00
Tenaga Kerja Metode TWA
1. Pengukuran Vibrasi per titik 514.000,00
Lingkungan untuk Peralatan
Sensitif
m. Pengukuran Human Vibration | per titik per 504.000,00
Whole Body/Hand Arm pengujian
n. Pengukuran Transmition Loss per titik 760.000,00
Partisi In Situ
o. Pengambilan Contoh per paket 1.750.000,00
Kebisingan
12. Laboratorium Air
a. Uji Air Limbah dan Limbah
Cair
1) pH Metode Elektrometik/ | per sampel 15.000,00
Daya Hantar  Listrik
Metode Konduktrometrik
2) Keasaman Metode | per sampel 60.000,00
Titrimetrik/Kebasaan
Metode Titrimetrik
(Alkalinity)
3) Kekeruhan Metode | per sampel 40.000,00
Nefelometrik (Turbidity)
4) Kesadahan Kalsium | per sampel 50.000,00
(CaCO3)/Magnesium per pengujian
(MgCOz3)/Total CaCOs
dengan Metode
Kompleksiometrik
5) Klorin . . .







